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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 86 TAHUN 2013  

TENTANG  
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMBERI 

KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DAN SETIAP ORANG, SELAIN 
PEMBERI KERJA, PEKERJA, DAN PENERIMA BANTUAN IURAN 

DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL 

I. UMUM 

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan Keempat 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan 
sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat. 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial menetapkan 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk 
melaksanakan program jaminan sosial nasional. BPJS Kesehatan 
melaksanakan program jaminan kesehatan sedangkan BPJS 
Ketenagakerjaan melaksanakan program jaminan kecelakaan kerja, 
jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian bagi 
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seluruh pemberi kerja, pekerja penerima upah dan bukan penerima 
upah beserta anggota keluarganya. 

Terlaksananya 5 (lima) program jaminan sosial dalam sistem jaminan 
sosial nasional diharapkan dapat menjangkau kepesertaan secara 
luas dan berkesinambungan sehingga seluruh penduduk dapat 
terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 

Untuk ditaatinya ketentuan yang mengatur program jaminan sosial 
dalam penyelenggaraan jaminan sosial oleh Pemberi Kerja Selain 
Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, 
dan penerima bantuan iuran, berdasarkan Pasal 17 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial menentukan bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara 
yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dan setiap orang, selain pemberi kerja, 
Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang tidak melaksanakan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi 
administratif. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, 
denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.  

Pengenaan sanksi administratif dimaksudkan agar Pemberi Kerja 
Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, 
Pekerja, dan penerima bantuan iuran menaati kewajibannya agar hak-
hak pekerja terlindungi dalam kepesertaan program jaminan sosial. 

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan 
Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi 
Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan 
Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan 
Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 
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